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ABSTRACT 
One of the national development policies is to achieve animal food sovereignty in order to 
improve beef production. Based on data from the Directorate General of Livestock and Animal 
Health 2008, Indonesia was only able to produce 70% of national beef needs where 30% of other 
needs met through imports. The increase in beef production is constrained by slow growth in beef 
cattle population as a result of the cattle breeding business is considered less profitable 
commercially, the narrowness of pasture breeding business and the difficulty of controlling the 
cutting productive cows. In the future, consumption of beef will continue to rise due to population 
growth, the increase in real per capita income, the product image (prestige), flavor and the growth 
of the beef processing industry and the tourism industry (hotels and restaurants). Based on National 
Development Planning Agency on demand and supply of beef in Indonesia 2013-2019 used three 
scenarios. First scenario, the policy without cow imports and increasing calving rate (baseline). 
Second scenario, policies with increasing calving rate 8% per year. Third scenario, policy by 
importing 500 thousand head/year cows and increasing calving rate 5% per year. It can be 
concluded that the local meat production in 2019 only 461.8 thousand tons (first scenario), so that 
the level of self-sufficiency in beef only reached 56.1%. While local meat production in 2019 is 
estimated at 742.0 thousand tons when calculated using second scenarios so that the level of self-
sufficiency in beef reached 90.2% and by using third scenarios, the production of beef in 2019 will 
reach 739.7 thousand tons so achieve beef self-sufficiency rate of 89.9%. 
Key Words: Beef Cattle, Policy, Self-Sufficiency 
ABSTRAK 
Kebijakan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan hewani salah 
satunya diarahkan pada peningkatan produksi daging sapi. Berdasarkan data dari Direktorat 
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2008, Indonesia hanya mampu memproduksi 
70% dari kebutuhan daging sapi nasional dimana 30% kebutuhan lainnya dipenuhi melalui impor. 
Peningkatan produksi daging sapi terkendala oleh lambatnya pertumbuhan populasi sapi potong 
sebagai akibat dari usaha pembiakan sapi yang dinilai kurang menguntungkan secara komersial, 
makin sempitnya padang penggembalaan dan semakin sulitnya pengendalian pemotongan sapi 
betina produktif. Ke depan, konsumsi daging sapi akan terus meningkat karena pertumbuhan 
jumlah penduduk, kenaikan pendapatan riil per kapita, citra produk (gengsi), cita rasa, serta 
pertumbuhan industri pengolahan daging sapi dan industri pariwisata (hotel dan restoran). 
Berdasarkan hasil proyeksi Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) terhadap permintaan dan 
penawaran daging sapi/kerbau, Indonesia 2013-2019 digunakan tiga skenario. Skenario 1: 
Kebijakan tanpa adanya impor indukan dan kenaikan tingkat kelahiran (baseline). Skenario 2: 
Kebijakan dengan kenaikan tingkat kelahiran sapi potong sebesar 8% per tahun. Skenario 3: 
Kebijakan dengan melakukan impor indukan sapi potong 500 ribu ekor/tahun dan kenaikan tingkat 
kelahiran 5%. Dapat disimpulkan bahwa produksi daging lokal pada tahun 2019 hanya 461,8 ribu 
ton (skenario 1), sehingga tingkat swasembada daging sapi hanya mencapai 56,1%. Sementara 
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produksi daging lokal pada tahun 2019 diperkirakan mencapai 742,0 ribu ton jika dihitung dengan 
menggunakan skenario 2, sehingga tingkat swasembada daging sapi mencapai 90,2% dan dengan 
menggunakan skenario 3 produksi daging sapi pada tahun 2019 akan mencapai 739,7 ribu ton 
sehingga tingkat swasembada daging sapi mencapai 89,9%. 
Kata Kunci: Sapi Potong, Kebijakan, Swasembada 
PENDAHULUAN 
Peningkatan kedaulatan pangan merupakan salah satu arah kebijakan pembangunan 
nasional seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2015-2019. Sasaran utama untuk meningkatkan dan memperkuat kedaulatan 
pangan ini diantaranya: (1) Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan 
dengan peningkatan produksi pangan pokok (padi, jagung, kedelai, gula dan daging sapi); 
(2) Stabilisasi harga bahan pangan; (3) Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi 
masyarakat; (4) Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; dan (5) peningkatan 
kesejahteraan pelaku usaha pangan. Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan 
hewani, pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap peningkatan produksi 
daging sapi. Hal ini dikarenakan daging sapi menduduki urutan kedua dalam memenuhi 
kebutuhan protein hewani masyarakat setelah daging unggas. 
Selama ini, kebutuhan daging sapi hanya bisa dipenuhi sebanyak 70% dari produksi 
dalam negeri dimana 30% kebutuhan lainnya dipenuhi melalui impor. Selanjutnya, 
konsumsi daging sapi akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah 
penduduk Indonesia. Selain itu, peningkatan konsumsi daging sapi juga akan dipengaruhi 
oleh kenaikan pendapatan riil per kapita, citra produk (gengsi), cita rasa, serta 
pertumbuhan industri pengolahan daging sapi dan industri pariwisata (hotel dan restoran). 
Peningkatan produksi daging sapi terkendala oleh lambatnya pertumbuhan populasi sapi 
potong sebagai akibat dari (1) Usaha pembibitan secara komersial kurang menguntungkan 
sehingga usaha ini hanya dilakukan oleh petani skala kecil secara sambilan sekedar untuk 
tabungan; (2) Padang penggembalaan yang menjadi andalan usaha pembibitan di wilayah 
timur Indonesia terus berkurang, karena dikapling untuk pemukiman dan lain-lain; dan (3) 
Pemotongan sapi betina produktif yang sangat sulit dikendalikan sehingga pertumbuhan 
jumlah anak sapi yang lahir menurun. 
Permasalahan daging sapi memerlukan perhatian yang besar dari pemerintah oleh 
karena itu diperlukan arah kebijakan khusus agar ke depan kebutuhan daging sapi dapat 
terpenuhi. Terutama kebijakan dalam hal peningkatan produksi daging sapi dalam negeri 
untuk memenuhi kebutuhan daging sapi nasional yang secara tidak langsung dapat 
mempengaruhi harga sehingga kenaikan dan fluktuasi harga dapat dihindari. 
Tujuan 
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah: (1) Memberikan informasi mengenai 
kondisi produksi daging sapi di Indonesia; (2) Memberikan informasi mengenai 
permasalahan produksi daging sapi di Indonesia; dan (3) Memberikan informasi mengenai 
arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan produksi 
daging sapi di Indonesia. 
Sasaran 
Sasaran utama makalah ini adalah: (1) Menyampaikan informasi mengenai kondisi 
dan permasalahan produksi daging sapi di Indonesia; (2) Memberikan informasi mengenai 
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arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan produksi 
daging sapi di Indonesia kepada; dan (3) Mendapatkan tanggapan dan masukan dari 
pembaca makalah dan peserta Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner 
2015. 
PEMBAHASAN 
Kondisi saat ini 
Populasi sapi nasional 
Populasi sapi potong selama kurun waktu 2010-2014 terus meningkat dengan 
pertumbuhan rata-rata sebesar 2,5% per tahun. Namun, pada tahun 2013 produksi sapi 
potong mengalami penurunan yang sangat besar yaitu dari 16 juta ekor menjadi 12,7 juta 
ekor. Produksi sapi potong kembali meningkat menjadi 14,7 juta ekor pada tahun 2014 
(Gambar 1). Peningkatan populasi sapi ini sangat rendah bila dibandingkan dengan 
kebutuhan daging sapi penduduk Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun. 
Rendahnya peningkatan populasi sapi ini terutama disebabkan oleh sebagian besar (90%) 
produksi daging sapi nasional berasal dari peternakan rakyat. Peternakan rakyat selain 
skala kepemilikannya kecil, sifat komersial belum terbangun dengan baik sehingga 
seringkali sapi betina dewasa yang masih produktif dijual atau dipotong. Alasan peternak 
rakyat menjual sapi sebelum berat potong ideal disebabkan karena keterbatasan modal dan 
kebutuhan dana tunai untuk keperluan keluarga seperti biaya sekolah anak, pengobatan/ 
kesehatan, biaya awal masa tanam dan lain-lain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Perkembangan populasi sapi potong di Indonesia, 2010-2014 (ribu ekor) 
Sumber: Ditjen PKH (2014) 
Struktur usaha pemeliharaan sapi potong di Indonesia dibagi menjadi dua jenis usaha, 
yaitu pembibitan (breeding) dan penggemukan (fattening/finishing) (Tabel 1). Usaha 
pembibitan bersifat semi-intensif dan ekstensif. Usaha pembibitan semi-intensif dilakukan 
oleh petani kecil dengan tujuan untuk tabungan (subsisten), sementara pembibitan 
ekstensif dilakukan dengan melepas ternak sapi di padang rumput tanpa diawasi. Usaha ini 
dilakukan oleh petani besar dengan tujuan sebagai tabungan atau komersial. Usaha 
pembibitan, baik semi-intensif maupun ekstensif kurang responsif terhadap perubahan 
harga ternak karena adanya time lag cukup panjang untuk memproduksi anak sapi (calving 
interval 1,5-2 tahun) dan memerlukan modal cukup besar untuk membeli induk (sapi 
betina). 
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Tabel 1. Struktur usaha pemeliharaan sapi potong di Indonesia 
Jenis usaha Sifat usaha 
Skala 
usaha 
Pelaku 
utama 
Tujuan 
usaha 
Respon 
terhadap pasar 
Pembibitan Semi intensif jangka 
panjang-kawin alam 
Kecil Petani Tabungan/ 
subsisten 
Lambat 
Semi intensif jangka 
panjang-kawin suntik 
Kecil Petani Tabungan/ 
subsisten 
Lambat 
Ekstensif jangka 
panjang 
Besar Petani Tabungan/ 
komersial 
Lambat 
Penggemukan Semi intensif jangka 
pendek 
Kecil Petani Komersial Agak cepat 
Ekstensif  jangka 
panjang 
Besar Petani Tabungan/ 
komersial 
Lambat 
Intensif  jangka 
sangat pendek 
Besar Feedlotter Komersial Cepat 
Usaha penggemukan sapi potong ada tiga macam, yaitu semi-intensif jangka pendek, 
ekstensif jangka panjang dan intensif jangka pendek. Penggemukan semi-intensif jangka 
pendek dilakukan oleh petani kecil dengan tujuan komersial, banyak terjadi di berbagai 
daerah. Sementara penggemukan ekstensif jangka panjang dilakukan oleh petani besar 
dengan cara melepas ternak sapi di padang rumput tanpa diawasi, sehingga terjadi 
penggemukan sendiri secara alamiah (banyak terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa tenggara Timur), bertujuan untuk tabungan atau komersial. Usaha penggemukan 
intensif jangka sangat pendek (tiga bulan/siklus) dilakukan oleh perusahaan besar 
(feedlotter) dengan tujuan komersial, banyak dilakukan di Lampung. Respon terhadap 
perubahan harga daging sapi agak cepat pada usaha semi-intensif jangka pandek, lambat 
pada usaha ekstensif jangka panjang dan sangat cepat pada usaha intensif jangka sangat 
pendek. 
Respon yang cepat pada usaha penggemukan oleh petani dan bahkan sangat cepat oleh 
feedlotter karena siklus usaha ini sangat pendek yaitu sekitar 150 hari untuk petani dan 90-
100 hari atau bahkan kurang untuk feedloter. Karena itu, kebutuhan daging dapat cepat 
dipenuhi, utamanya oleh feedlotter, dimana sapi bakalan untuk penggemukan didatangkan 
dari Australia dalam waktu yang sangat cepat (1-2 minggu) dan dengan jumlah yang 
sangat besar (2.000-3.000 ribu ekor) sekali angkut ke Indonesia. 
Konsumsi daging sapi 
Perkembangan konsumsi total daging sapi di dalam negeri selama kurun waktu 2008-
2014 diperlihatkan pada Tabel 2. Konsumsi total daging sapi terdiri dari: (1) Konsumsi 
langsung oleh rumah tangga; (2) Penggunaan untuk industri pengolahan makanan; dan (3) 
Tercecer. Konsumsi total daging sapi selama kurun waktu tersebut terus meningkat cukup 
cepat dengan rata-rata 7,8% per tahun. Pada tahun 2014, konsumsi total daging sapi 
mencapai sekitar 594,4 ribu ton, jauh lebih besar daripada konsumsi total pada tahun 2010 
yang hanya sekitar 440,8 ribu ton. Produksi daging sapi lokal belum dapat memenuhi 
konsumsi, dengan kekurangan sekitar 199,3 ribu ton (50,4%) pada tahun 2014. 
Kekurangan ini merupakan kekurangan terbesar selama kurun waktu 2010-2014. 
Konsumsi daging sapi terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, 
perubahan pola konsumsi masyarakat serta selera masyarakat. 
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Tabel 2. Konsumsi dan defisit daging sapi 2010-2014 
Tahun 
Konsumsi total 
(ribu ton) 
Produksi  
(ribu ton) 
Defisit 
Ribu ton Persentase 
2010 440,8 350,0 90,8 25,9 
2011 488,9 410,7 78,2 19,0 
2012 544,9 425,5 119,4 28,1 
2013 559,6 383,3 176,3 46,0 
2014 594,4 395,1 199,3 50,4 
Laju (%/tahun) 7,8 3,5 - - 
Terdiri dari konsumsi rumah tangga, penggunaan untuk industri pengolahan dan tercecer (diolah 
dari Neraca Bahan Makanan (NBM), Badan Ketahanan Pangan (BKP)). Produksi daging sapi eks 
sapi lokal 
Sumber: Ditjen PKH (2014) 
Impor sapi 
Indonesia melakukan impor sapi dalam bentuk daging dan ternak bakalan untuk 
digemukkan. Mayoritas negara asal daging sapi adalah Australia dan New Zealand, 
sementara asal ternak sapi bakalan hanya Australia. Pertimbangan Indonesia memilih 
Australia dan New Zealand sebagai negara pengimpor sapi diantaranya: (1) Australia dan 
New Zealand merupakan negara yang terbebas seluruhnya dari penyakit mulut dan kuku; 
(2) Jarak kedua negara itu sangat dekat dengan Indonesia; (3) Jumlah pasokan sapi yang 
besar dan berkelanjutan; dan (4) Aspek kehalalan khusus untuk daging sapi beku yang 
sudah dipercaya. 
Impor sapi bakalan dilakukan oleh perusahaan besar feedlotter yang tergabung ke 
dalam Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (APFINDO). Dasar pertimbangan 
impor sapi bakalan pada awalnya adalah bahwa pemeliharaan/penggemukan sapi bakalan 
yang diimpor memberikan manfaat sosial-ekonomi lebih besar dibandingkan jika 
mengimpor dalam bentuk daging, yaitu: (1) Menciptakan nilai tambah di dalam negeri; (2) 
Memanfaatkan limbah pertanian, khususnya ampas nanas dari industri pengolahan nanas 
PT Great Giant Pineapple di Lampung, sebagai pakan ternak bergizi tinggi sehingga 
ampas nanas tidak terbuang percuma; (3) Menciptakan lapangan kerja di kandang feedlot 
dan kantor perusahaan penggemukan sapi; (4) Menciptakan lapangan usaha pengangkutan 
ternak dari pelabuhan ke kandang feedlot dan dari kandang feedlot ke pedagang ternak atau 
rumah potong hewan; dan (5) Untuk memenuhi kebutuhan daging oleh hotel, restoran dan 
pasar swalayan. 
Perkembangan volume impor bakalan dan daging sapi oleh Indonesia selama 2010-
2014 diperlihatkan pada Gambar 2. Volume impor selama 2010-2014 cenderung fluktuatif 
dengan volume ekspor terendah terjadi tahun 2012 dan tertinggi tahun 2014. Menurunnya 
volume impor selama tahun 2010-2012 menyebabkan rendahnya pertumbuhan populasi 
sapi tahun 2010-2012 bahkan populasi sapi pada tahun 2013 mengalami penurunan yang 
sangat besar seperti terlihat pada Gambar 1. Oleh karena itu, kebijakan dalam penentuan 
kuota impor sapi harus benar-benar memperhitungkan dua hal, yaitu: (1) Kebutuhan riil 
daging sapi untuk konsumsi rumah tangga, rumah makan, hotel, catering, industri 
pengolahan dan lain-lain; dan (2) Jumlah kelahiran sapi dan jumlah sapi yang tersedia 
untuk dipotong. Kesalahan dalam menentukan kuota impor akan berdampak fatal yaitu 
pengurasan ternak sapi potong lokal. 
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Gambar 2. Perkembangan impor bakalan dan daging sapi Indonesia, 2010-2014 (ribu ton) 
Sumber: BPS (2014) 
Banyak kerugian yang ditimbulkan oleh ketergantungan pada impor daging dan sapi 
bakalan, antara lain makin berkurangnya peluang usaha dalam bidang pertanian dan 
peternakan yang selanjutnya berakibat makin terpuruknya nasib petani dan pengusaha 
kecil di pedesaan. Di samping itu, risiko ketahanan pangan oleh food trap ini cukup besar 
karena pasokan dapat terganggu secara tiba-tiba karena: (1) Kondisi iklim di negara 
eksportir yang tidak kondusif; (2) Konversi bahan pangan menjadi energi di negara 
eksportir; (3) Kondisi ekstrim lainnya seperti kontaminasi radio aktif (kasus Fukushima); 
dan (4) Perubahan kondisi politik. 
Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat memenuhi kebutuhan 
daging sapi dalam negeri secara mandiri. Potensi tersebut diantaranya: (1) Potensi 
agroklimat dan tersedianya lahan yang masih cukup luas; (2) Potensi sumberdaya genetik 
sapi potong; (3) Permintaan terhadap daging sapi yang terus meningkat; (4) Indonesia 
bebas dari penyakit menular berbahaya; (5) Potensi kelembagaan petani ternak dan petugas 
teknis; (6) Terbukanya pasar di negara lain; (7) Tersedianya teknologi tepat guna; dan (8) 
Regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. 
PROYEKSI PENINGKATAN PRODUKSI DAGING SAPI TAHUN 2015-2019 
Dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi daging sapi serta untuk mewujudkan 
swasembada, Bappenas melakukan proyeksi peningkatan produksi daging sapi hingga 
tahun 2019 melalui tiga skenario. Skenario 1, kebijakan tanpa adanya impor indukan dan 
kenaikan tingkat kelahiran (baseline). Skenario 2, kebijakan dengan kenaikan tingkat 
kelahiran sapi potong sebesar 8% per tahun. Skenario 3, kebijakan dengan melakukan 
impor indukan sapi potong 500 ribu ekor/tahun dan kenaikan tingkat kelahiran 5% per 
tahun. 
Proyeksi untuk menghitung kebutuhan dan produksi daging sapi ini menggunakan 
beberapa asumsi diantaranya: 
1. Asumsi dari sisi permintaan (demand), diantaranya: (1) Konsumsi daging sapi per 
kapita yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BKP, 
Kementan yaitu 2,15 kg/kapita/tahun dengan tahun dasar 2012; (2) Proyeksi konsumsi 
per kapita 2015-2019, menggunakan elastisitas permintaan daging terhadap pendapatan 
(expenditure) dan harga; dan (3) Konsumsi nasional dihitung dengan cara proyeksi 
konsumsi per kapita dikalikan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015-2019 
(Gambar 3). 
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Gambar 3. Jumlah penduduk dan kebutuhan konsumsi daging sapi tahun 2013-2015 
Sumber: Direktorat Pangan dan Pertanian (2014) 
Berdasarkan asumsi tersebut, maka permintaan daging sapi/kerbau ke depan 
diperkirakan akan terus meningkat dengan laju 5,4% per tahun seiring dengan 
meningkatnya jumlah penduduk yang diperkirakan akan meningkat dengan laju 1,23% per 
tahun. Peningkatan jumlah penduduk ini akan mendorong peningkatan konsumsi daging 
sapi sehingga pada tahun 2019 diperkirakan kebutuhan daging akan mencapai 823,0 ribu 
ton. 
Asumsi dari sisi pasokan (suplai), diantaranya: (1) Sumber daging sapi dan kerbau 
yang dihitung adalah dari pemotongan sapi potong, sapi perah dan kerbau; (2) Data 
populasi sapi potong, sapi perah dan kerbau yang digunakan adalah hasil sensus pertanian 
2013; (3) Perkembangan populasi dihitung dengan cara populasi awal ditambah jumlah 
kelahiran dikurangi jumlah kematian dan pemotongan; (4) Tingkat kelahiran sapi potong, 
sapi perah dan kerbau adalah 20,83; 20,89 dan 18,02% dari populasi awal; (5) Tingkat 
kematian sapi potong, sapi perah dan kerbau adalah 1,63; 2,31 dan 2,62% dari populasi 
awal; (6) Pemotongan terdiri dari potensial stock untuk pemotongan yaitu 90% dari jantan 
dewasa dan betina afkir (27,1% dari populasi betina) dan ready stock pemotongan yaitu 
90% dari potensial stock; dan (7) Suplai (pasokan) daging sapi dan kerbau dihitung dengan 
cara jumlah sapi dan kerbau yang dipotong dikali 170 kg. 
Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, maka dengan menggunakan skenario 1 
(baseline) produksi daging lokal pada tahun 2019 hanya 461,8 ribu ton, sehingga terjadi 
defisit 361,2 ribu ton yang harus dipenuhi melalui impor daging yang menyebabkan 
tingkat swasembada daging sapi pada tahun 2019 hanya mencapai 56,1%. Kondisi ini jauh 
dari harapan tercapainya swasembada daging sapi. Adapun produksi daging lokal pada 
tahun 2019 diperkirakan mencapai 742,0 ribu ton jika dihitung dengan menggunakan 
skenario 2 yaitu kenaikan tingkat kelahiran sapi potong 8% per tahun sehingga tingkat 
swasembada daging sapi mencapai 90,2%. Sementara dengan menggunakan skenario 3 
yaitu dengan melakukan impor indukan sapi potong sebanyak 500 ribu ekor pertahun dan 
kenaikan tingkat kelahiran 5% per tahun maka produksi daging sapi pada tahun 2019 akan 
mencapai 739,7 ribu ton sehingga tingkat swasembada daging sapi mencapai 89,9%. 
Produksi daging dengan skenario 2 dan 3 lebih tinggi dari skenario 1 dikarenakan 
pada skenario 2 dan 3 terjadi kenaikan tingkat kelahiran sapi potong yang juga akan 
menambah jumlah populasi sapi potong setiap tahunnya. Kenaikan tingkat kelahiran sapi 
potong sebesar 8% per tahun (skenario 2) dapat dilakukan melalui sinkronisasi berahi dan 
optimalisasi inseminasi buatan. Sementara itu, kebijakan impor indukan sapi potong 
(skenario 3) diharapkan dapat menambah jumlah populasi sapi melalui kenaikan tingkat 
kelahiran sapi sebesar 5% per tahun. 
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Skenario 1: Kebijakan tanpa adanya impor indukan dan kenaikan tingkat kelahiran (baseline)  
Skenario 2: Kebijakan dengan kenaikan tingkat kelahiran sapi potong sebesar 8% per tahun  
Skenario 3: Kebijakan dengan melakukan impor indukan sapi potong 500 ribu ekor/tahun dan kenaikan 
tingkat kelahiran 5% per tahun 
Gambar 4. Kebutuhan konsumsi daging dan proyeksi produksi daging tahun 2013-2019 (ribu ton) 
Sumber: Direktorat Pangan dan Pertanian (2014) 
 
Skenario 1: Kebijakan tanpa adanya impor indukan dan kenaikan tingkat kelahiran (baseline) 
Skenario 2: Kebijakan dengan kenaikan tingkat kelahiran sapi potong sebesar 8% per tahun; 
Skenario 3: Kebijakan dengan melakukan impor indukan sapi potong 500 ribu ekor/tahun dan kenaikan 
tingkat kelahiran 5% per tahun 
Gambar 5. Jumlah sapi yang dilahirkan tahun 2013-2019 (ribu ekor) 
Sumber: Direktorat Pangan dan Pertanian (2013) 
Kebijakan impor sapi indukan ini memang tidak akan mudah dilaksanakan karena 
akan menghadapi berbagai permasalahan yang salah satunya adalah masalah pada tataran 
teknis yaitu kepada siapa atau siapa yang membudidayakan sapi-sapi indukan impor 
tersebut. Pengalaman di lapangan, dengan kondisi kelompok peternak saat ini, banyak 
yang mengalami kerugian jika memelihara sapi indukan impor. Hal itu disebabkan oleh: 
(1) Sapi yang biasa dipelihara setengah liar tanpa cucuk hidung tidak bisa diperlakukan 
dengan cara yang sama oleh peternak, sehingga sering menyebabkan stres dan 
menyulitkan peternak; (2) Tidak ada masa adaptasi sejak baru datang dan ketersediaan 
pakan yang terbatas, menyebabkan banyak sapi yang mengalami kematian; dan (3) 
Pengalaman menunjukkan, banyak sapi eks impor yang dipelihara peternak mengalami 
gangguan reproduksi. 
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Dengan permasalahan di atas, penambahan populasi justru menyebabkan kerugian 
peternak dan banyak sapi yang mengalami kematian. Upaya untuk memperkecil 
permasalahan tersebut, distribusi sapi eks impor hanya diberikan kepada peternak yang 
sudah berpengalaman dan dilakukan secara selektif. Cara lain adalah sapi-sapi yang baru 
datang dikembangkan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Unit Pelaksana Teknis 
Daerah (UPTD) pembibitan sapi di daerah atau usaha feedlotter yang ada, untuk kemudian 
baru didistribusikan kepada peternak. 
Distribusi sapi dapat juga dilakukan dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) melalui unit usaha sapi dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang sudah mulai 
dikembangkan. Meskipun di dalam pelaksanaannya menghadapi beberapa permasalahan, 
diantaranya: (1) Pihak PTPN belum memiliki pengalaman usaha sapi potong; (2) Pihak 
PTPN belum memiliki jalur pemasaran yang baik sehingga sulit dalam memasarkan hasil; 
(3) Sesuai peraturan yang ada, semua kegiatan pengadaan dan penjualan membutuhkan 
kegiatan tender dan pengenaan beban pajak. Hal itu menyebabkan penambahan biaya 
administrasi, sehingga produk yang dihasilkan menjadi kurang berdaya saing. 
Cara lain adalah melibatkan pihak feedlotter. Selama ini terdapat beberapa feedlotter 
yang menilai usaha pembibitan tidak menguntungkan. Namun demikian, terdapat dua 
feedlotter non-asosiasi yang telah mengembangkan usaha pembibitan sapi berintegrasi 
dengan perkebunan kelapa sawit menunjukkan hasil yang prospektif. Sistem integrasi yang 
dilakukan dapat menghemat biaya pakan. Posisinya sebagai usaha swasta murni, tidak 
harus melakukan sistem tender dalam kegiatan pembelian dan penjualan input dan output 
seperti pada PTPN. 
Kenaikan tingkat kelahiran 8% per tahun dan impor indukan sapi hanyalah salah satu 
solusi untuk mencapai swasembada daging sapi. Oleh karenanya, dukungan kegiatan yang 
selama ini telah dilakukan sebaiknya tetap dipertahankan dan diperbaiki jika masih 
memiliki beberapa kekurangan. Kegiatan pendukung untuk mencapai swasembada daging 
sapi sebaiknya lebih difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan 
pencapaian swasembada daging sapi seperti: (1) Pengembangan usaha pembiakan dan 
penggemukan sapi lokal; (2) Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB) dan intensifikasi kawin 
alam (INKA); (3) Penyediaan dan pengembangan pakan dan air; (4) Penanggulangan 
gangguan reproduksi dan peningkatan pelayanan kesehatan hewan; (5) Penyelamatan sapi 
betina produktif; dan (6) Pengaturan stock sapi bakalan dan daging. 
ARAH KEBIJAKAN PENINGKATAN PRODUKSI DAGING SAPI  
Berdasarkan RPJMN 2015-2019, peningkatan produksi daging sapi diarahkan untuk 
mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga dengan sasaran produksi 
daging sapi pada tahun 2019 adalah 755,1 ribu ton dan sasaran pertumbuhan selama tahun 
2015-2019 adalah 10,8% per tahun (Gambar 6). Adapun strategi utama yang dilakukan 
untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui: (1) Penambahan populasi bibit induk sapi 
dan inseminasi buatan; (2) Pengembangan kawasan peternakan sapi dengan mendorong 
investasi swasta dan BUMN serta peternakan sapi rakyat termasuk salah satunya melalui 
integrasi sapi sawit; dan (3) Peningkatan kapasitas pusat-pusat pembibitan ternak untuk 
menghasilkan bibit-bibit unggul, penambahan bibit induk sapi, penyediaan pakan yang 
cukup dan pengembangan padang penggembalaan, serta memperkuat sistem pelayanan 
kesehatan hewan nasional untuk pengendalian penyakit, khususnya zoonosis. 
Pada tahun 2015 pemerintah melakukan penambahan anggaran sebesar Rp. 1.500 
milyar untuk Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dialokasikan 
untuk gertak berahi, inseminasi buatan dan transfer embrio serta penambahan sapi indukan 
dan sapi bibit dengan jumlah sapi indukan 30.000 ekor dan sapi bibit 1.200 ekor. 
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Sementara pada tahun 2016, salah satu strategi untuk meningkatkan produksi daging sapi 
adalah melalui optimalisasi inseminasi buatan dan sinkronisasi berahi sebanyak 2 juta 
akseptor serta peningkatan produksi bibit ternak sebanyak 535 ribu ekor. 
 
 
Gambar 6. Sasaran produksi daging sapi tahun 2015-2019 
Sumber: Bappenas (2015) 
KESIMPULAN 
Permintaan daging sapi diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan 
meningkatnya jumlah penduduk. Produksi daging lokal pada tahun 2019 hanya 461,8 ribu 
ton (skenario 1: Kebijakan tanpa adanya impor indukan dan kenaikan tingkat kelahiran), 
sehingga tingkat swasembada daging sapi hanya mencapai 56,1%. Produksi daging lokal 
pada tahun 2019 diperkirakan mencapai 742,0 ribu ton jika dihitung dengan menggunakan 
skenario 2 yaitu kenaikan tingkat kelahiran sapi potong 8% per tahun sehingga tingkat 
swasembada daging sapi mencapai 90,2%. Sementara itu, dengan menggunakan skenario 3 
yaitu dengan melakukan impor indukan sapi potong sebanyak 500 ribu ekor per tahun dan 
kenaikan tingkat kelahiran 5% per tahun maka produksi daging sapi pada tahun 2019 akan 
mencapai 739,7 ribu ton sehingga tingkat swasembada daging sapi mencapai 89,9%. 
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